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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelaksanaan 
pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Latar 
belakang penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat, khususnya terkait tingginya tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelaksanaan pelayanan publik di Ombudsman RI 
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan tingkat kualitas pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi 
Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, menggunakan metode mix method (kombinasi) dalam 
menjawab rumusan masalah yang ada. lemahnya pengawan oleh Ombudsman RI Perwakilan 
Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat masih belum baik dan 
berhasil Hal ini terjadi dikarenakan tingginya temuan praktek maladministrasi yang terjadi dalam 
pelaksanaan pelayanan publik, rendahnya evaluasi, dan lemahnya pengawan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik. Kemudian masih banyak ditemukan berbagai bentuk maladministrasi yang 
dilakukan oleh instansi dan lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sebagai bentuk hak yang harus didapatkan oleh masyarakat, sehingga hal ini 
mengakibatkan kegelisahan dan keluhan yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan yang berkualitas. 
 
Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengaduan, Pelayanan Publik, Maladministrasi 

 
Abstract 

 
This study aims to determine public participation in complaints about the implementation of public 
services at the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of West Sumatra 
Province. The background of this study is the discovery of maladministration problems in the 
implementation of public services in West Sumatra Province, especially related to the high level of 
public participation in complaints about the implementation of public services at the Ombudsman of 
the Republic of Indonesia Representative Office of West Sumatra Province and the level of quality 
of implementation of public services in West Sumatra Province. In this study, using the mix method 
(combination) in answering the existing problem formulation. weak supervision by the Ombudsman 
of the Republic of Indonesia Representative Office of West Sumatra Province in the 
implementation of public services The results of this study indicate that the implementation of 
public services in West Sumatra Province is still not good and successful. This is due to the high 
findings of maladministration practices that occur in the implementation of public services, low 
evaluation, and weak supervision in the implementation of public services. Then there are still 
many forms of maladministration carried out by government agencies and institutions in providing 
services to the community as a form of rights that must be obtained by the community, so that this 
results in anxiety and complaints felt by the community in getting quality services. 
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PENDAHULUAN 
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab penuh dalam 

memenuhi hak dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal memberikan pelayanan yang 
bermutu. Pelayanan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau 
organisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik 
utamanya dilakukan oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya 
masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan publik yang bertanggung jawab dalam memenuhi 
hak dasar dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.. (Pasalong, 2018 dalam 
Syaifuddin et al., 2022:29). Pelaksanaan pelayanan publik menjadi indikator yang jelas dalam 
menilai kinerja pemerintah, di mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima 
mencerminkan sejauh mana pemerintah berhasil memberikan layanan yang profesional, efektif, 
efisien, dan akuntabel. 

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih menjadi masalah dalam birokrasi di 
Indonesia, dengan berbagai faktor dan aspek yang membuat hal ini menjadi perhatian negatif di 
mata masyarakat. Pelayanan publik yang terkesan kaku dan tidak sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP) yang ada dapat langsung menjadi penyebab munculnya praktik 
maladministrasi. Penyelenggaraan pelayanan publik sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk 
praktik maladministrasi yang juga akan menjadi pintu masuk hadirnya berbagai unsur yang 
merusak kualitas pelayanan dan mencoreng kinerja pemerintahan seperti, korupsi, kolusi dan 
nepostisme dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan kepuasaan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik belum maksimal dirasakan masyarakat. (Purnama et al., 2023) 

Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Indonesia masih 
menghadapi sejumlah kendala dan hambatan. Salah satunya adalah mutu pelayanan publik. 
Penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat masih jauh dari harapan 
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan kasus maladministrasi yang 
mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik di 
Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Ombudsman RI Perwakilan 
Sumatera Barat, selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 telah diterima sebanyak 
1.821 pengaduan masyarakat, dengan 1.264 di antaranya telah ditindaklanjuti dengan baik. 
Malaadministrasi juga yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Sumatera Barat 
mengalami peningkatan kasus maladministrasi selama pandemi Covid-19, berdasarkan data tahun 
2020, Ombudsman RI Sumatera Barat menerima 935 pengaduan masyarakat, yang terdiri dari 
265 pengaduan langsung, 152 pengaduan melalui media daring, 337 pengaduan konsultasi, dan 
181 surat tebusan yang telah ditanggapi oleh Perwakilan Ombudsman RI (Ombudsman Media RI 
Sumatera Barat, 2020). 

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pada 
tahun 2021 menyebutkan pengaduan kasus maladministrasi yang diterima Ombusdman RI 
Perwakilan Sumatera Barat sebanyak 234 laporan. Pada tahun 2022 jumlahnya semakin 
meningkat hingga mencapai 323 laporan. Dan Pada tahun 2023 laporan yang diterima 
Ombusdman RI Perwakilan Sumatera Barat terus meningkat dari tahun sebelumnya hingga 
mencapai 329 laporan masyarakat 

Tingginya tingkat pengaduan yang dilakukan masyarakat megindikasikan bahwasanya di 
Provinsi Sumatera Barat, praktik maladministrasi masih marak terjadi di semua aspek pelaksanaan 
pelayanan publik. Laporan masyarakat yang diterima oleh ombusdman baik dari pengaduan dan 
pelaporan yang dilakukan masyarakat, merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut 
mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Barat. Sebagai konsumen 
pelayanan publik, masyarakat berhak mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diterimanya, 
terlepas dari apakah kualitas pelayanan tersebut sudah memenuhi standar. maupun prosedur dan 
mekanisme pelayanan yang berbelit-belit serta merugikan masyarakat itu sendiri dalam menerima 
pelayanan publik yang seharusnya. (Ariansyah & Yusran,2020) 

Adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengaduan bukan hanya sebagai bentuk 
pengawasan masyarakat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga menunjukan bahwa masyarakat mampu dan sadar akan 
haknya dalam mengawasi dan menilai kualitas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh 
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pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Dan juga menunjukan bahwa kualitas masyarakat 
dalam memahami pelaksanaan pelayanan publik bukan hanya sebatas menerima pelayanan tetapi 
juga menilai dan merasakan kepuasan akan pelayanan yang mereka dapatkan tersebut.  

Selain itu, adanya laporan yang diterima oleh ombusdman dalam bentuk pengaduan 
masyarakat juga membuktikan bahwasanya dalam penyelenggaraan pelayanan, sumber daya 
manusia merupakan unsur yang sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan pelayanan dan 
perbaikan kualitas pelayanan itu sendiri. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut 
terlibat dalam proses penyelenggaraan pelayanan baik dalam bentuk pelaporan dan pengaduan, 
membuktikan bahwa kualitas sumber daya masyarakat Sumatera Barat sudah sangat baik yang 
dibuktikan dengan angka pengaduan yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena 
masyarakat memahami bahwa pengaduan merupakan sarana memperbaiki kualitas pelayanan 
yang diterimanya. (Busro, 2018)  

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dapat diwujudkan melalui forum yang dapat 
menampung keluhan yang dialami oleh masyarakat dalam menerima layanan. Pengaduan 
berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Pengaduan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan 
menyampaikan informasi penting kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan 
tersebut. Selain itu, pengaduan juga diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik. (Setianingrum & Tsalatsa, 2016 dalam Mustafa, 
2022) 

Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan 
publik agar dapat memuaskan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat dengan seefisien mungkin serta tetap memenuhi standar pelayanan.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera 
Barat" dengan mempertimbangkan permasalahan di atas. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif, 
digabungkan dalam pendekatan metode campuran atau kombinasi. Pendekatan metode campuran 
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam 
pengaduan terkait pelayanan publik di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera 
Barat, serta menyajikan data dalam bentuk angka untuk menganalisis tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Data primer atau Informasi kunci dalam suatu penelitian yang secara langsung relevan 
dengan metodologi penelitian disebut data primer. Dalam penelitian ini, pengukuran, perhitungan, 
kuesioner, observasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari 
sumbernya. Informasi yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara dan 
dari responden melalui kuesioner berfungsi sebagai sumber data utama penelitian. Data sekunder, 
di sisi lain, berasal dari sumber-sumber yang dipublikasikan, termasuk buku, laporan, dan 
dokumentasi yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Sumber-sumber 
ini secara khusus relevan dengan landasan hukum, manajemen, dan kebijakan Provinsi Sumatera 
Barat seputar partisipasi publik dalam pengaduan layanan publik diperoleh dari Ombudsman 
Kantor Perwakilan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat menyediakan sumber data 
sekunder. (Hardani et al., 2020). 

Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan mengintegrasikan data kuantitatif 
yang diperoleh dari penelitian kuantitatif pada tahap pertama, dan data kualitatif yang diperoleh 
dari penelitian kualitatif pada tahap kedua. Melalui analisis ini, informasi dari kedua jenis data 
dapat saling melengkapi, memperluas, dan memperdalam hasil penelitian, sehingga menghasilkan 
temuan yang lebih komprehensif.. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Metode Kuantitatif 
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan Pelayanan Publik di Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
Menurut teori Marschall dalam teori partisipasi masyarakat mengatakan bahwa 

partisipasi masyarakat sebagai kemampuan masyarakat dalam menyampaikan pendapat 
dalam sebuah proses pengambilan keputusan ataupun dalam penyelesaian sebuah persoalan. 
Dalam teori ini Marschall mendefenisikan bahwa partisipasi dijelaskan dalam indikator-indikator 
partisipasi masyarakat. Indikator-indikator teori partisipasi masyarakat antara lain terdiri dari: 
Adanya forum yang digunakan untuk dapat menampung partisipasi masyarakat. Adanya 
kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan juga terlibat dalam proses. Adanya 
akses yang disiapkan bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat dan sarannya 
dalam proses penyelesaian suatu persoalan dan pengambilan keputusan. (Marschall, 2006 
dalam Darin et al., 2022) 

 
Tabel 4.7 Deskripsi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pengaduan Pelayanan Publik 

Pertanyaan N TCR Keterangan 

Adanya forum yang digunakan untuk 
menanmpung partisipasi masyarakat 

95 84,8% Sangat Baik 

Adanya kemampuan masyarakat untuk 
dapat berpartisipasi dan juga terlibat 
dalam proses 

 

95 

 

82,6% 

 

Baik 

Adanya akses bagi masyarakat untuk 
menyampaikan pendapat dan saran 
dalam  proses  penyelesaian  
suatu 
persoalan 

 
95 

 
84,5% 

 
Baik 

Rata-Rata 95 83,9% Baik 

 
Terlihat dari tabel tersebut bahwa setiap indikator variabel Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pengaduan Pelayanan Publik memiliki presentase yang lebih besar dari 36%. Dengan 
klasifikasi nilai yang telah ditentukan sebelumnya, maka dengan Tingkat Capaian Responden 
(TCR) 83,9% yang berada pada kategori Baik. Maka Tingkat Capaian Responden (TCR) 
sebesar 83,9%, yang menurut klasifikasi yang digunakan, termasuk dalam kategori Baik. Ini 
menunjukan bahwa hasil survei dan evaluasi yang dilakukan terhadap responden mencapai 
tingkat yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan pada kriteria atau standar yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  

Pembahasan yang dilakukan secara deskriptif dari pertanyaan ini dapat 
menggambarkan bahwasanya hasil analisis terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pengaduan Pelayanan Publik menunjukan indikator-indikator yang mendapat penilaian relatif 
baik, dengan presentase diatas ambang batas yang ditetapkan (36%). Lalu demikian, tingkat 
capaian responden pada kategori Baik (83,9%) menunjukkan bahwa ada ruang dan akses 
yang digunakan untuk peningkatan dalam hal mencapai target dan standar pelayanan yang 
lebih tinggi dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik. 

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan 
Indikator Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat  

Menurut Marschall, partisipasi masyarakat dapat dinilai melalui beberapa indikator 
kunci, dimana indikator-indikator ini nantinya akan mencerminkan berbagai aspek dari 
partisipasi masyarakat. Marschall menekankan bahwasanya untuk dapat menumbuhkan 
partisipasi dalam masyarakat harus terdap beberap elemen penting yang harus ada untuk 
menunjangnya, yaitu Adanya forum yang digunakan masyarakat untuk dapat menyerap 
partisipasi masyarakat, Adanya Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat 
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dalam proses, dan Adanya akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan saran 
terhadap penyelesaian suatu persoalan. Menurut Marschall mengatakan bawa Adanya forum 
yang digunakan masyarakat untuk dapat menampung partisipasi masyarakat merupakan 
aspek penting dalam penilaian kualitas pelayanan publik. Marschall menggarisbawahi 
bahwasanya forum yang disediakan dan digunakan oleh untuk dapat berpartisipasi merupakan 
media atau wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan partisipasinya 
baik berupa saran, pendapat, masukan untuk dapat memperbaiki atau menjadi alternatif solusi 
untuk memperbaiki suatu persoalan. Adanya forum yang digunakan masyarakat untuk dapat 
menampung partisipasi masyarakat, berperan penting untuk dapat mengukur kualitas 
pelaksanaan pelayanan publik, karena ia mencakup sebagai suatu kegiatan pengawasan yang 
dilakukan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik 

Dalam hal ini penelitian ini menunjukan bahwa indikator Adanya forum yang digunakan 
masyarakat untuk dapat menampung partisipasi masyarakat memiliki Tingkat Capaian 
Responden (TCR) yaitu sebesar 84,8%, nilai ini menunjukan berada dalam kategori “Baik”. 
Dimana hal ini mengindikasikan bahwa forum atau  wadah yang digunakan untuk memfasilitasi 
keterlibatan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh 
Ombudsman Perwakilan R1 Provinsi Sumatera Barat memenuhi standar yang diharapkan.  

Dalam praktiknya, forum masyarakat yang digunakan untuk dapat terlibat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang disediakan oleh Ombudsman Perwakilan R1 Provinsi 
Sumatera Barat bida dolakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain survei, forum 
pengaduan, diskusi terbuka, dan forum konsultasi, yang semuanya memungkinkan masyarakat 
untuk menyampaikan kritik atau saran yang membangun. Hasil evaluasi yang sangat baik ini 
juga menunjukkan bahwa Ombudsman Perwakilan R1 Provinsi Sumatera Barat telah berhasil 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya pemenuhan, pengawasan, dan 
peningkatan standar pelayanan publik. 

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan 
Indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam 
proses  

Menurut Marschall ia mengatakan bahwasanya kemampuan merupakan suatu bentuk 
keahlian, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk 
berpartisipasi. Marschall menjelaskan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk 
berpartisipasi dan terlibat dalam proses bukan hanya tentang kesanggupan masyarakat untuk 
berpartisipasi, tetapi hal ini juga melibatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam 
melakukan partisipasi atau terlibat dalam sebuah proses pelayanan publik. Ini juga mencakup 
berbagai aspek penting yang memberikan landasan kepada masyarakat untuk dapat 
mengawasi dan mengevaluasi, serta memperbaiki kualitas pelaksanaan pelayanan publik 
Marschall juga menggarisbawahi bahwasanya kemampuan masyarakat ini mencakup tentang 
pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan bahwasanya 
adanya forum pengaduan yang disediakan oleh Ombudsman R1 Perwakilan Provinsi 
Sumatera Barat dan pemahaman tentang cara yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi 
dalam pelayanan publik atau dalam melakukan pengaduan ke Ombudsman R1 Perwakilan 
Provinsi Sumatera Barat.  

Dengan demikian dengan adanya kemampuan mencakup pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat dalam pengaduan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. Pemaparan tersebut sesuai 
dengan hasil terhadap penilaian tingkat capaian responden. Dalam hal ini penelitian ini 
menunjukan bahwa indikator Adanya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk 
berpartisipasi dan terlibat dalam proses memiliki Tingkat Capaian Responden (TCR) yaitu 
sebesar 82,6%, nilai ini menunjukkan pada kategori “Baik”. Marschall menjelaskan bahwa 
kemampuan tidak hanya mencakup kesanggupan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, 
tetapi juga melibatkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam 
berpartisipasi dalam pengaduan pelaksanaan pelayanan publik di Ombudsman R1 Perwakilan 
Provinsi Sumatera Barat 
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4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan 
Indikator Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran 
terhadap penyelesaian suatu persoalan. 

Menurut Marschall akses merupakan ruang dan kapasitas yang diberikan kepada 
masyarakat dapat terlibat dalam area governance dengan cara mempengaruhi dan 
menentukan kebijakan serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan barang-barang publik. 
Akses bukan hanya tentang bagaimana ruang yang diberikan oleh Ombudsman R1 Perwakilan 
Provinsi Sumatera Barat untuk berpartisipasi dalam pengaduan pelayanan publik, melainkan 
juga melibatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dan aparatur layanan serta 
lembaga pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat atau kritikan 
yang kontrutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemaparan tersebut sesuai dengan 
hasil terhadap penilaian tingkat capaian responden. Dalam hal ini penelitian ini menunjukan 
bahwa indikator Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran 
terhadap penyelesaian suatu persoalan.memiliki Tingkat Capaian Responden (TCR) yaitu 
sebesar 84,5%, nilai ini menunjukkan pada kategori “Baik”. Hasil ini mencerminkan bahwa 
aspek akses dalam berpartisipasi tersebut dinilai memadai. Namun, nilai “Baik” juga 
mengindikasikan bahwa ada ruang untuk peningkatan. 

Dengan demikian, tingkat capaian indikator yang dicapai sejumlah 83,9% pada tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelaksanaan pelayanan publik ini, menunjukan 
bahwasanya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya 
dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik termasuk dalam kategori “Baik”. Hal ini 
mengindikasikan bahwa masyarakat mampu dan memiliki peluang besar dalam memperbaiki 
kualitas pelaksanaan pelayanan publik yang masih diwarnai oleh berbagai praktek 
maladministrasi. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi ini juga menjelaskan 
bahwasanya masyarakat mampu berperan aktif dan efektif dalam memperbaiki kualitas 
pelaksanaan pelayanan yang akan mereka terima. Dan dengan hal ini juga menunjukan bahwa 
kualitas kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan 
sangat baik.  

 
Metode Kualitatif 
1. Dinamika Maladministrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera 

Barat 
Praktek Maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik merupakan segala 

tindakan dan prilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan 
tanggungjawabnya termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, dan 
melakukan tindakan tidak pantas seperti memaksa, tidak adil, dan diskrimintaif, serta sikap 
aparatur pelayanan publik seperti Perilaku yang tidak pantas, tidak sesuai norma, dan kurang 
peka terhadap masalah yang tengah dirasakan oleh orang lain yang bertentangan amanat 
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Putri & Adnan, 2020).  
Kemudian teori bentuk maladministrasi yang dikemukakan oleh Croosman (2005), 
menjelaskan bahwasanya ada beberapa tindakan yang dijelaskan atau diklasifikasikan sebagai 
tindakan atau bentuk praktek maladministrasi yang terjadi dalam Praktik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup sikap 
berprasangka, kelalaian, kurangnya perhatian, keterlambatan, tindakan di luar kewenangan, 
perlakuan tidak pantas, jahat, kekejaman, dan penyalahgunaan wewenang.Indikator teori 
Croosman ini menjelaskan beberapa wujud tindakan yang dapat dikatakan sebagai bentuk dan 
tindakan maladministrasi.(Croosman, 2005 dalam Asni et al., 2022)  

Peraturan Ombudsman No. 58 Tahun 2023 tentang bentuk-bentuk maladministrasi, 
dimana yaitu, ada Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, Penundaan yang 
berkepanjangan, kegagalan dalam memberikan pelayanan, penyalahgunaan otoritas, 
permintaan imbalan, pelanggaran prosedur, tindakan tidak pantas, keberpihakan, konflik 
kepentingan, dan perlakuan diskriminatif. Teori Croosman ini berkaitan dengan beberapa 
bentuk maladministrasi yang sering dilaporkan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yaitu: 
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a) Penundaan yang Berkepanjangan,  adalah salah satu bentuk maladministrasi yang sering 
terjadi dalam pelayanan publik di Sumatera Barat. Hal ini terjadi ketika petugas pelayanan 
publik memperlambat proses penyelesaian masalah atau administrasi masyarakat tanpa 
memberikan penjelasan yang jelas..  

b) Tidak Memberikan Pelayanan, bentuk maladministrasi ini ditandai dengan sikap dan 
tindakan aparatur pelayanan publik yang tidak merespon atau mengerjakan permintaan 
layanan masyarakat tanpa keterangan jelas.  

c) Tidak Kompeten, adalah Apabila penyelenggara pelayanan publik memiliki kualifikasi yang 
tidak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai pekerja publik, maka hal 
tersebut dianggap sebagai maladministrasi. 

d) Penyalahgunaan Kewenangan, Malaadministrasi jenis ini terjadi apabila penyelenggara 
pelayanan bertindak sewenang-wenang dan melanggar aturan dalam memberikan 
pelayanan yang relevan dengan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

e) Permintaan Imbalan, merupakan bentuk praktek maladministrasi yang seringkali ditandai 
dengan petugas layanan yang meminta imbalan berupa uang, barang, dan jasa kepada 
masyarakat agar masyarakat dapat diberikan layanan yang baik dan cepat oleh petugas 
layanan. Bentuk praktek maladministrasi ini seringkali berujung pada kasus korupsi yang 
jelas sangat berdampak pada kualitas pelaksanaan pelayanan publik. 

f) Penyimpangan Prosedur, merupakan bentuk maladministrasi lainnya yang sering terjadi di 
Sumatera Barat, maladministrasi ini ditandai dengan pelaksanaan layanan yang tidak 
mematuhi standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan publik yang ada.  

g) Berperilaku Tidak Wajar dan Tidak Tepat, Maladministrasi ini terkait dengan perilaku 
penyedia layanan yang tidak wajar, kasar, dan tidak pantas terhadap masyarakat. 

h) Berpihak, merupakan tindakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak yang 
berujung pada pelanggaran prosedur.  

i) Konflik kepentingan, dimana muncul ketika kepentingan pribadi penyedia layanan 
menghalangi mereka untuk bekerja secara profesional, sehingga layanan yang diberikan 
menjadi tidak pantas dan tidak objektif. 

j) Diskriminasi, merupakan bentuk maladministrasi yang terjadi ketika pelaksanan layanan 
tidak memberikan layanan kepada masyarakat secara sebagian dan keseluruhan karena 
adanya perbedaam suku, ras, agama, jenis kelamin, penyakit, dan lain sebagainya.  

Dari data informan penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik 
maladministrasi terjadi pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Barat, 
baik yang dilaporkan maupun yang ditemukan oleh Ombudsman dalam periode lima tahun 
terakhir (2020-2024), mencakup temuan dengan bentuk maladministrasi terbanyak, yaitu: 
Penundaan yang Berkepanjangan, Penyimpangan Prosedur, Kegagalan dalam Memberikan 
Pelayanan, Permintaan Imbalan dalam bentuk Barang, Uang, atau Jasa, serta Pengabaian 
Kewajiban Hukum. Kelima bentuk maladministrasi ini selalu ditemukan oleh Ombudsman 
Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. 

 
SIMPULAN 

Analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengaduan terhadap pelaksanaan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
menggunakan Tingkat Capaian Responden (TCR) menunjukkan angka sebesar 83,9%. Nilai ini 
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengaduan terhadap pelayanan publik 
tergolong dalam kategori "Baik". Hasil ini mencerminkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 
dalam bentuk pengaduan telah mencapai target yang diharapkan berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan. 

Bentuk-bentuk praktek maladministrasi yang banyak sekali ditemukan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat, dimana lima besar bentuk praktek maladministrasi 
yang banyak ditemukan yaitu,  
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1) Pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi 
2) Penyalahgunaan otoritas 
3) Tindakan yang tidak pantas dan tidak sesuai 
4) Keberpihakan 
5) Konflik kepentingan pribadi 
6) Perlakuan diskriminatif 

Substansi Atau Sektor yang ditemukan oleh Ombudsman dalam pelaksanaan pelayanan 
publik di Provinsi Sumatera Barat. Dimana dari lima bentuk maladministrasi ini, juga terdapat lima 
substansi terbanyak yang dilaporkan oleh masyarakat Sumatera Barat yaitu, Pendidikan, 
Kesejahteraan Sosial, Hak Sipil dan Politik, Kepegawaian, dan Kepolisian. Tingkat temuan 
maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Sumatera Barat selalu meningkat setiap 
tahunnya. Dimana Ombudsman Sumatera Barat menjadi Ombudsman Perwakilan No.1 penerima 
laporan terbanyak dan termuan maladministrasi terbanyak di Indonesia. 
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